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ABSTRACT

The policy to involve 4,000 State Civil Apparatus (ASN) personnel as Reserve Components (Komcad)
beginning in April 2026 raises juridical problems within Indonesia’s constitutional and administrative law
system. This study aims to analyze the juridical construction of ASN involvement as Komcad and its
implications for bureaucratic reform and civilian supremacy in post-Reform Indonesia. This research employs
normative legal methods using statute and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945
Constitution, Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, Law Number 23 of 2019 concerning
the Management of National Resources for State Defense, Government Regulation Number 3 of 2021, Circular
Letter of the Minister of PANRB Number 27 of 2021, and Constitutional Court Decision Number 81/PUU-
XVI1/2020. The findings reveal significant normative conflicts between the ASN Law and the PSDN Law,
particularly Article 31 of the PSDN Law which subjects mobilized Komcad members to military law and
military courts. Such provisions conflict with the civilian legal status, professionalism, and neutrality
principles attached to ASN. The interpretation of the phrase “other state duties” in the ASN Law as a legal
basis for military functions is considered excessively broad and inconsistent with the objectives of bureaucratic
reform. Furthermore, this policy risks blurring the distinction between civilian and military spheres, thereby
potentially weakening the principle of civilian supremacy established after the 1998 Reform. This study
recommends legislative harmonization through statutory review and postponement of implementation until
legal certainty and protection of ASN rights are quaranteed.

Keywords: State Civil Apparatus; Reserve Component; Bureaucratic Reform; Civilian Supremacy.

ABSTRAK
Kebijakan pelibatan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad)
mulai April 2026 menimbulkan persoalan yuridis dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi
negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai
Komcad serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil pasca-Reformasi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, Surat Edaran
Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-
XVII1/2020. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik norma signifikan antara UU ASN dan
UU PSDN, khususnya Pasal 31 UU PSDN yang mewajibkan anggota Komcad tunduk pada hukum
dan peradilan militer ketika dimobilisasi. Ketentuan tersebut bertentangan dengan status hukum
sipil, profesionalitas, dan prinsip netralitas ASN. Penafsiran frasa “tugas negara lainnya” sebagai
dasar legitimasi fungsi militer dinilai terlalu ekstensif dan tidak sejalan dengan tujuan reformasi
birokrasi. Kebijakan ini juga berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer sehingga
melemahkan prinsip supremasi sipil pasca-Reformasi 1998. Penelitian ini merekomendasikan
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harmonisasi legislasi melalui legislative review serta penundaan implementasi kebijakan hingga
terdapat kepastian hukum dan perlindungan hak ASN.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Komponen Cadangan; Reformasi Birokrasi; Supremasi Sipil.

Pendahuluan

Kebijakan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program
Komponen Cadangan (Komcad) merupakan persoalan hukum yang kompleks
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian
Pertahanan merencanakan pelibatan 4.000 ASN sebagai Komcad yang
pelaksanaannya dimulai pada April 2026 (Biro Infohan Setjen Kemhan, 2026).
Kebijakan ini secara yuridis bersumber pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang
mengatur pembentukan Komcad sebagai sumber daya nasional yang disiapkan
untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat komponen utama
pertahanan negara. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 56
Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997
tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, sehingga menjadi payung hukum utama bagi
penyelenggaraan Komcad di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan Komcad diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang
menjadi rujukan operasional berbagai aspek penyelenggaraan Komcad, termasuk
pembentukan, pembinaan, mobilisasi, dan demobilisasi.

Keberadaan ASN sebagai profesi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja diatur secara khusus dan komprehensif dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang
merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-
undang ASN membangun prinsip-prinsip fundamental yang melekat pada diri
setiap ASN, antara lain profesionalitas, netralitas, kepastian hukum, akuntabilitas,
serta komitmen pada pelayanan publik. Pasal 2 Undang-Undang ASN secara
eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN
berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas,
keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan,
nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta
kesejahteraan. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang ASN menegaskan bahwa ASN
sebagai profesi berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku,
komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik,
kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan.

Persoalan yuridis muncul ketika kedua rezim hukum tersebut bertemu
dalam kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
ASN mendefinisikan Pegawai ASN sebagai pegawai yang diserahi "tugas negara
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lainnya". Frasa ini menjadi pintu interpretasi untuk melegitimasi pelibatan ASN
dalam fungsi pertahanan militeristik. Namun, dengan metode penafsiran sistematis
dan historis, frasa tersebut tidak dapat ditafsirkan secara longgar. Secara sistematis,
"tugas negara lainnya" harus dibaca dalam koridor ke-sipilan karena UU ASN
menempatkan ASN sebagai pelayan publik, bukan komponen militer. Secara
historis, penafsiran luas bertentangan dengan agenda Reformasi 1998 yang
menghendaki pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer (Suwartono, 2025).
Pasca-Reformasi, militer tunduk pada supremasi sipil, dan ketika ingin berperan
dalam ranah sipil, undang-undang mengharuskan mereka menanggalkan seragam
kemiliterannya (Susenohaji dkk., 2025). Dengan demikian, menafsirkan "tugas
negara lainnya" sebagai tugas semi-militer bagi ASN berpotensi memundurkan
semangat reformasi dan mengaburkan kembali batas sipil-militer.

Ketentuan mengenai status anggota Komcad diatur dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Komponen
Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan
melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan
komponen utama serta komponen pendukung. Lebih lanjut, Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengatur bahwa anggota Komcad yang
dimobilisasi tunduk pada hukum militer, hukum pidana militer, dan peradilan
militer. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius bagi ASN,
karena ketika dimobilisasi, seorang ASN tidak lagi sepenuhnya tunduk pada sistem
hukum kepegawaian sipil, melainkan terikat pada rantai komando TNI dan sistem
peradilan militer (Ardila dkk., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
81/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2019 menegaskan bahwa status anggota Komcad sebagai bagian dari sistem
pertahanan negara adalah konstitusional, namun putusan tersebut tidak secara
spesifik membahas mengenai status ASN yang menjadi anggota Komcad dan
implikasinya terhadap sistem kepegawaian sipil (Susdarwono, 2020).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan
Negara. Surat edaran ini menjadi dasar imbauan partisipasi ASN dalam program
Komcad dengan menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan ASN yang
berminat serta memenuhi syarat akan mengikuti pelatihan dasar militer selama 30-
45 hari (Runturambi, 2022). Dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga
pada Februari 2026, Kementerian PANRB menyampaikan bahwa pelibatan ASN
dalam Komcad harus selaras dengan sistem merit dan mengedepankan prinsip
netralitas birokrasi serta tetap memperoleh hak kepegawaian secara penuh,
termasuk gaji dan tunjangan. Partisipasi ASN dalam Komcad 2026 juga dapat
diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi aparatur melalui
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mekanisme rekognisi pembelajaran yang dikoordinasikan dengan Lembaga
Administrasi Negara (Pananggungan & Purwanto, 2025).

Berbagai kajian yang telah disebutkan di atas memberikan fondasi penting
bagi pemahaman mengenai hubungan sipil-militer pasca-Reformasi, namun masih
menyisakan celah (research gap) yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu
cenderung berfokus pada aspek mobilisasi militer secara umum atau pada
problematika penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil. Belum ada kajian yang
secara spesifik menganalisis titik temu normatif antara Undang-Undang ASN
Nomor 20 Tahun 2023 yang baru disahkan dengan Undang-Undang PSDN Nomor
23 Tahun 2019, khususnya terkait frasa "tugas negara lainnya" dan dampaknya
terhadap sistem kepegawaian sipil. Selain itu, penelitian sebelumnya belum
mengeksplorasi secara mendalam implikasi kebijakan pelibatan ASN sebagai
Komcad terhadap agenda reformasi birokrasi yang selama 25 tahun pasca-
Reformasi menjadi pilar utama penataan aparatur negara. Kebaruan (novelty)
artikel ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan
analisis yuridis-normatif yang mempertemukan kedua rezim hukum secara setara,
serta merumuskan sintesis kebijakan yang tidak hanya menyoroti konflik norma
tetapi juga menawarkan arah ideal bagi harmonisasi antara profesionalitas ASN
dan kebutuhan pertahanan semesta dalam kerangka supremasi sipil yang
demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengidentifikasi dua rumusan
masalah utama. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis pelibatan Aparatur Sipil
Negara sebagai Komponen Cadangan dalam sistem hukum Indonesia dan apakah
terdapat konflik norma antara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan
Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Kedua, bagaimana implikasi kebijakan pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai
Komponen Cadangan terhadap agenda reformasi birokrasi dan prinsip supremasi
sipil pasca-Reformasi. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk
menganalisis secara komprehensif problematika yuridis yang muncul dari
kebijakan tersebut guna memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan
hukum administrasi negara dan hukum pertahanan di Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji problematika yuridis pelibatan ASN sebagai Komponen
Cadangan serta merumuskan sintesis pemikiran mengenai arah kebijakan ideal
dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang tetap menjaga
profesionalitas ASN sekaligus memenuhi kebutuhan pertahanan negara dalam
kerangka sistem pertahanan semesta.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji
problematika yuridis pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen
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Cadangan (Komcad) serta implikasinya terhadap reformasi birokrasi. Penelitian
hukum normatif dipilih karena fokus kajian adalah pada norma-norma hukum
tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional untuk Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif,
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Ali, 2021). Pendekatan
perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi dan sinkronisasi
vertikal-horizontal antar peraturan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan
untuk menganalisis doktrin supremasi sipil, profesionalitas ASN, dan sistem
pertahanan semesta.

Untuk menguji potensi konflik norma antara kedua rezim hukum tersebut,
penelitian ini menggunakan asas lex specialis derogat legi generali (aturan khusus
mengesampingkan aturan umum) sebagai alat analisis utama. Pemilihan asas ini
didasarkan pada pertanyaan yuridis mendasar: apakah UU PSDN yang mengatur
Komcad merupakan aturan khusus (lex specialis) sehingga dapat mengesampingkan
UU ASN sebagai aturan umum (lex generalis), atau sebaliknya? Melalui asas ini,
penelitian tidak hanya mendeskripsikan pertentangan norma, tetapi juga menguji
rezim hukum mana yang berlaku ketika terjadi benturan antara fungsi pertahanan
dan fungsi pelayanan publik dalam diri seorang ASN. Bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer
meliputi: UUD NRI 1945, UU PSDN Nomor 23/2019, UU ASN Nomor 20/2023, PP
Nomor 3/2021, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27/2021, serta Putusan MK
Nomor 81/PUU-XVIII/2020. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum,
hasil penelitian terdahulu, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel tentang hubungan
sipil-militer, reformasi birokrasi, serta manajemen ASN. Bahan hukum tersier
meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan
(library research) dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen-
dokumen hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Analisis bahan hukum
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretasi dan konstruksi
hukum (Muhaimin, 2020). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk
mengidentifikasi ada tidaknya konflik norma antara kedua rezim hukum yang
mengatur ASN dan Komcad, dengan menerapkan asas lex specialis derogat legi
generali sebagai pisau bedah utama. Hasil analisis kemudian disajikan secara
sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang
telah ditetapkan.
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Hasil dan pembahasan
1.1 Konstruksi Yuridis Pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen
Cadangan dan Analisis Konflik Norma antara Undang-Undang Aparatur
Sipil Negara dengan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
untuk Pertahanan Negara
Pembahasan mengenai konstruksi yuridis pelibatan Aparatur Sipil Negara
(ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) memerlukan pemahaman
komprehensif terhadap dua rezim hukum yang berbeda, yaitu rezim hukum
kepegawaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN) dan rezim hukum pertahanan negara dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional
untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Pertemuan kedua rezim hukum ini
dalam kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad menimbulkan persoalan
yuridis kompleks terkait interpretasi norma, sinkronisasi hukum, dan potensi
konflik norma yang memerlukan analisis mendalam secara akademik (Subagyo,
2023).
1. Konstruksi Yuridis Pelibatan ASN sebagai Komcad dalam Sistem Hukum
Indonesia
Konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad dapat ditelusuri
melalui beberapa tingkatan norma hukum yang membentuk kebijakan ini.
Secara hierarkis, landasan konstitusional kebijakan ini bersumber pada Pasal
27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Ketentuan ini
diperkuat oleh Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa
"tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara" dan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh
TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan
pendukung. Namun, penting untuk membedakan secara tegas antara
kewajiban bela negara yang melekat pada setiap warga negara (termasuk
ASN) dalam kapasitasnya sebagai warga negara biasa, dengan status khusus
ASN sebagai pejabat/ pegawai yang tunduk pada rezim hukum administrasi
negara. Kewajiban konstitusional tersebut bersifat umum dan tidak dengan
sendirinya melegitimasi pelibatan ASN dalam fungsi pertahanan militeristik
tanpa memperhatikan regulasi kepegawaian yang mengikat profesi ASN
secara khusus. Ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi bagi
pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara yang mengamanatkan pengaturan mengenai komponen cadangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dibentuk sebagai pelaksanaan
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amanat konstitusi dan UU Pertahanan Negara. Pasal 1 angka 9 UU PSDN
mendefinisikan Komponen Cadangan sebagai "sumber daya nasional yang
telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan
memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama serta komponen
pendukung." Definisi ini menunjukkan bahwa Komcad merupakan bagian
dari sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai kekuatan cadangan
yang dapat dimobilisasi dalam keadaan darurat militer, keadaan perang,
atau kondisi tertentu yang ditetapkan Presiden. Dalam konteks ini, ASN
yang berstatus sebagai warga negara dapat menjadi bagian dari sumber daya
nasional. Namun, ketika ASN direkrut sebagai Komcad, statusnya sebagai
pegawai negeri tidak otomatis terhapus atau tunduk sepenuhnya pada
hukum militer tanpa adanya mekanisme penyesuaian yang jelas antara dua
rezim hukum yang berbeda. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
Komcad diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Dalam
konteks pelibatan ASN, Peraturan Pemerintah ini tidak secara eksplisit
mengatur mengenai status ASN yang menjadi anggota Komcad, sehingga
diperlukan interpretasi lebih lanjut untuk mengharmonisasikannya dengan
rezim hukum kepegawaian (Athiyyah, 2025).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara mengatur secara komprehensif mengenai profesi
ASN. Pasal 1 angka 2 UU ASN mendefinisikan Pegawai ASN sebagai
"pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya serta diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan." Frasa "tugas
negara lainnya" dalam definisi tersebut menjadi pintu masuk yuridis utama
yang memungkinkan pelibatan ASN dalam berbagai tugas di luar jabatan
pemerintahan konvensional, termasuk kemungkinan pelibatan dalam fungsi
pertahanan negara. Namun demikian, frasa ini tidak didefinisikan lebih
lanjut dalam penjelasan pasal, sehingga membuka ruang interpretasi yang
luas dan memerlukan penafsiran yang hati-hati sesuai dengan konteks dan
tujuan dibentuknya UU ASN (Kusuma & Ibrahim, 2022).

Pasal 2 UU ASN secara eksplisit menyebutkan bahwa
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas
kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan,
pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,
keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan
kesetaraan, serta kesejahteraan. Asas-asas ini menjadi fondasi yang harus
dijaga dalam setiap kebijakan yang melibatkan ASN. Lebih lanjut, Pasal 3
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ayat (2) UU ASN menegaskan bahwa Pegawai ASN mengimplementasikan
nilai dasar ASN yang terdiri atas berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK). Nilai-
nilai ini mencerminkan karakteristik profesi sipil yang berorientasi pada
pelayanan publik, bukan pada fungsi pertahanan yang bersifat militeristik
(Gartika, 2022).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad
dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara. Surat edaran ini menjadi
instrumen hukum yang secara spesifik mengatur mengenai partisipasi ASN
dalam program Komcad, dengan menegaskan bahwa partisipasi bersifat
sukarela dan ASN yang berminat serta memenuhi syarat akan mengikuti
pelatihan dasar militer selama 30-45 hari. Surat edaran ini juga menyebutkan
bahwa ASN yang berpartisipasi dalam Komcad tetap memperoleh hak
kepegawaian secara penuh, termasuk gaji dan tunjangan, serta partisipasi
tersebut dapat diintegrasikan sebagai bagian dari pengembangan
kompetensi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran. Namun demikian,
secara hierarki surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan dan
tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Oleh karena itu, surat edaran
tidak dapat menciptakan norma baru yang membatasi, mengubah, atau
menambah hak dan kewajiban pokok ASN yang telah diatur dalam undang-
undang, kecuali didelegasikan secara tegas oleh peraturan yang lebih tinggi.
Dengan kedudukan hukum yang lemah ini, jaminan hak kepegawaian bagi
ASN yang menjadi anggota Komcad masih bersifat imbauan dan belum
memiliki kepastian hukum yang kuat (Puslatpur dkk., 2023).

Dalam perkembangan terbaru, berdasarkan rapat koordinasi antar
kementerian/lembaga pada Februari 2026, Kementerian PANRB
menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan pelibatan 4.000 ASN
sebagai Komcad yang pelaksanaannya dijadwalkan mulai April 2026.
Kebijakan ini ditegaskan harus selaras dengan sistem merit dan
mengedepankan prinsip netralitas birokrasi. Namun demikian, perencanaan
pelibatan ASN dalam jumlah massal ini menimbulkan pertanyaan yuridis
mendasar mengenai kesiapan regulasi yang mengatur secara detail
mengenai mekanisme transisi status ASN, perlindungan hak-hak
kepegawaian selama mengikuti pelatihan dan mobilisasi, serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara kepentingan instansi
induk dengan kepentingan struktur komando Komcad (Sudiro, 2026).

2. Analisis Sinkronisasi dan Potensi Konflik Norma antara UU ASN dan UU
PSDN
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Untuk menganalisis secara sistematis potensi konflik norma antara
kedua rezim hukum tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan
ketentuan-ketentuan kunci dalam UU ASN dan UU PSDN yang relevan
dengan pelibatan ASN sebagai Komcad.

Tabel 1. Perbandingan Normatif UU ASN dan UU PSDN serta
Identifikasi Potensi Konflik Norma

UU No.

Potensi

No  Aspek Hukum /;;JST:;SN) 23/2019 Konflik 1:;‘::;:::;:
(PSDN) Norma
1. Definisi & Pasal 1 angka Pasal 1 angka Frasa ‘"tugas Perlu Peraturan
Status Subjek 2: ASN 9 Komcad negara Pemerintah
diangkat adalah sumber lainnya" tidak bersama Kemhan
pejabat daya nasional jelas apakah & PANRB yang
pembina yang disiapkan mencakup secara  eksplisit
kepegawaian,  untuk Komcad. Jika mendefinisikan
diberi  tugas mobilisasi ya, dapat "tugas negara
jabatan guna mengesampin  lainnya"
pemerintahan ~ memperkuat gkan tugas termasuk  atau
atau tugas komponen pelayanan mengecualikan
negara utama &  publik ASN. Komcad, serta
lainnya. pendukung. mekanisme
pengalihan
tugas.
2. Asas & Prinsip Pasal Pasal 2: Asas Netralitas ASN Dibuat peta jalan
Dasar 2: Netralitas, kesemestaan, terganggu jika (roadmap) bahwa
profesionalitas  kebangsaan, masuk struktur  pelibatan =~ ASN
, akuntabilitas, hukum, komando TNI hanya untuk
kepastian keadilan, yang hierarkis. fungsi non-
hukum, dIlI. kemandirian. Asas tempur/dukung
kesemestaan an, dengan tetap
tidak otomatis menjaga
mengesampin  netralitas
gkan netralitas  birokrasi.
sipil.
3. Nilai Dasar & Pasal 3 ayat Pasal5hurufa: "Berorientasi Dibuat kode etik
Kode Etik (2): BerAKHL  Sumber daya pelayanan" vs khusus ASN
AK (berorienta nasional "kesiapan Komcad  yang
si pelayanan, dikelola tempur" mengatur
akuntabel, sebagai berbeda peralihan  nilai
kompeten, kesatuan fundamental. selama masa
harmonis, pertahanan Loyalitas pelatihan/mobili
loyal, adaptif, utuhé&terpadu kepada publik sasi, serta
kolaboratif). untuk Vs loyalitas jaminan kembali
mewujudkan absolut ke ke  nilai sipil
kekuatan komando setelah selesai.
tangguh. militer.
4. Hak & Pasal 9 & 10: Pasal 28 ayat Ketegangan Diperlukan
Kewajiban ASN (2): antara aturan teknis (PP
menjalankan Keikutsertaan  kewajiban atau Perpres)
kebijakan Komcad sukar ~ ASN yang menjamin
pimpinan ela. Pasal 42: mengikuti hak ASN (gaji,
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5.

6.

Larangan &
Pembatasan

Sistem Hukum
& Peradilan

Mekanisme
Pembinaan &
Komando

instansi, bebas
dari intervensi
partai, berhak
atas
penghasilan,
jaminan sosial,
pengembanga
n diri, bantuan

hukum.

Pasal 9 ayat (2):
ASN harus
bebas dari
pengaruh
golongan &
parpol
(netralitas).
ASN  tunduk
pada peradilan
umum &
PTUN. uu
ASN tidak
mengatur

tunduk pada
hukum militer.

51-60:
Manajemen
ASN oleh
Pejabat
Pembina

Pasal

Kepegawaian

Hak
Komcad yang

anggota

dimobilisasi
(tunjangan,
sandang,
pangan,
kesehatan,
kesejahteraan).

uu PSDN
tidak melarang
ASN
Komcad, tetapi
Pasal 31: jika
dimobilisasi,
tunduk

pada hukum

jadi

militer.

Pasal 31
(imperatif):
Anggota
Komcad

yang dimobilis
asi tunduk
pada hukum
militer, pidana
militer, dan
peradilan
militer.

34-40:
Pembentukan
Komcad di
bawah

Pasal

koordinasi
Kemhan &
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kebijakan
pimpinan  vs
prinsip
sukarela
Komcad.

hak
kepegawaian

Jaminan

selama
pelatihan/mob
tidak
diatur jelas.
Netralitas ASN
terancam
ketika berada
di bawah
struktur TNIL
Keterlibatan
dalam militer,

ilisasi

meski
cadangan,
dapat memicu
persepsi publik
bahwa  ASN
tidak netral.

Konflik
fundamental:
ASN
dari

keluar
sistem
hukum sipil ke
yurisdiksi
militer. Ini
berpotensi
melanggar hak
due process of
law dan
menimbulkan
persoalan
status
kepegawaian
selama proses
peradilan
militer.

Dualisme
pembinaan:
PPK (sipil) vs
komandan
satuan
Komcad

pangkat,  cuti)
tetap utuh selama
masa pelatihan &
mobilisasi, serta
kepastian

kembali ke posisi

semula.

Dibatasi bahwa
ASN yang
menjadi Komcad
hanya
diperbantukan
untuk fungsi
logistik, medis,
atau pendukung
non-tempur, dan
tidak boleh
terlibat langsung

dalam  operasi

militer yang
berpotensi
konflik
kepentingan.
Perlu
pengecualian:
Untuk ASN yang
menjadi Komcad,
penerapan
hukum  militer
hanya terbatas
pada
pelanggaran
disiplin =~ militer
selama masa
mobilisasi,
sedangkan untuk
tindak

umum tetap di

pidana

peradilan umum.
Atau, dibuat
pengadilan
khusus
campuran.
Dibentuk Joint
Committee yang
terdiri dari PPK
dan perwakilan
TNI/Kemhan
untuk mengatur
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(PPK) di TNL Saat (militer). hak dan
masing- mobilisasi, Loyalitas & kewajiban, serta
masing komando evaluasi sistem pelaporan
instansi. operasional di kinerja kinerja ASN
bawah TNL menjadi tidak selama menjadi
jelas. Tidak ada Komcad.
mekanisme
koordinasi.

8. Jaminan Pasal 10 huruf Pasal 42 huruf Jaminan Diperlukan MoU
Perlindungan  d: ASN berhak d & e: Hak perlindungan  antara Kemhan,
Hukum atas jaminan kesehatan & hukum dari PANRB, dan

perlindungan  kesejahteraan ~ UU ASN Mahkamah
dalam saat mobilisasi. ~dirancang Agung untuk
melaksanakan  Tidak diatur untuk konteks memberikan
tugas (dari perlindungan  sipil, tidak kepastian hukum
gangguan, hukum relevan  saat bahwa ASN yang
ancaman, khusus. ASN bertugas terkena  kasus
hambatan). di bawah hukum saat
hukum militer. mobilisasi tetap
mendapat

bantuan hukum
dari instansi sipil
asalnya.

Analisis terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa konstruksi yuridis
pelibatan ASN sebagai Komcad dibangun di atas fondasi yang rapuh karena
beberapa alasan fundamental: Pertama, tidak terdapat satu pun pasal dalam UU
PSDN yang secara eksplisit menyebut ASN sebagai subjek yang dapat direkrut
menjadi Komcad, apalagi mengatur secara khusus mengenai status, hak, dan
kewajiban ASN yang menjadi anggota Komcad. Pasal 28 ayat (1) UU PSDN
hanya menyebut "setiap warga negara" tanpa membedakan profesi, sehingga
ASN diperlakukan sama dengan warga negara pada umumnya. Hal ini berbeda
dengan pengaturan mengenai TNI dan Polri sebagai komponen utama yang
diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersendiri. Perlakuan yang sama
antara ASN dan warga negara biasa ini mengabaikan fakta bahwa ASN
memiliki ikatan dinas dan tanggung jawab profesional yang berbeda (Kusuma
& Ibrahim, 2022).

Kedua, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 yang menjadi
dasar imbauan partisipasi ASN dalam Komcad memiliki hierarki hukum yang
rendah dan tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU ASN. Dalam
hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun
2011, surat edaran tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan dan
hanya bersifat internal, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara
umum. Ketentuan dalam surat edaran yang menjamin hak kepegawaian ASN
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selama mengikuti Komcad tidak memiliki kepastian hukum karena dapat
diubah atau dicabut sewaktu-waktu tanpa persetujuan DPR (Rusfiana, 2021).

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang
menguji konstitusionalitas UU PSDN tidak secara spesifik membahas status
ASN yang menjadi anggota Komcad. Putusan tersebut lebih berfokus pada
konstitusionalitas pembentukan Komcad secara umum dan menegaskan bahwa
status anggota Komcad sebagai bagian dari sistem pertahanan negara adalah
konstitusional. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan interpretasi
mengenai interaksi antara UU PSDN dengan UU ASN, sehingga persoalan
status ASN yang menjadi anggota Komcad masih menyisakan ruang
interpretasi luas dan memerlukan penegasan lebih lanjut (Kusuma dkk., 2021).

Keempat, argumentasi bahwa frasa "tugas negara lainnya" dalam Pasal 1
angka 2 UU ASN dapat mencakup tugas militer dalam Komcad merupakan
interpretasi yang terlalu ekstensif dan berpotensi mengaburkan batas
profesionalitas ASN. ASN dipersiapkan untuk menjadi pelayan publik yang
profesional, netral, dan akuntabel, bukan prajurit militer. Dalam perspektif
historis, frasa "tugas negara lainnya" dalam berbagai undang-undang
kepegawaian sejak UU Nomor 8 Tahun 1974 dimaksudkan untuk mencakup
penugasan ASN di luar struktur kepegawaian biasa, seperti organisasi
internasional, staf ahli di lembaga non-struktural, atau perusahaan negara,
bukan untuk tugas militer yang membawa ASN ke dalam struktur komando
militer dan yurisdiksi peradilan militer (Toruan, 2019).

1.2 Implikasi Kebijakan Pelibatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komponen
Cadangan terhadap Agenda Reformasi Birokrasi dan Prinsip Supremasi Sipil
Pasca-Reformasi

Pembahasan mengenai implikasi kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad
terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil tidak dapat dilepaskan dari
konteks historis lahirnya agenda reformasi 1998. Reformasi yang menandai
berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru selama 32 tahun, yang ditopang oleh
doktrin dwi fungsi ABRI, menjadikan demokrasi dan supremasi sipil sebagai
jalan mencapai cita-cita konstitusional. Pasca-Reformasi, hubungan sipil-militer
ditata ulang dengan prinsip bahwa militer tunduk pada supremasi sipil. Dalam
perspektif teori birokrasi Max Weber, birokrasi ideal dicirikan oleh hierarki
wewenang yang rasional, pembagian kerja yang jelas, serta sistem aturan dan
prosedur yang impersonal, yang dirancang untuk melayani kepentingan publik
secara efisien dan netral (Weber, 1947). Budaya komando militer yang hierarkis,
tertutup, dan menuntut kepatuhan absolut bertolak belakang dengan prinsip
birokrasi weberian tersebut. Ketika logika militer dimasukkan ke dalam tubuh
ASN, terjadi benturan antara budaya pelayanan publik yang mengedepankan
netralitas, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan budaya militer yang
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mengutamakan loyalitas tanpa syarat pada rantai komando. Dalam kerangka
inilah kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad perlu dikaji secara kritis, karena
berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer yang selama ini
dijaga ketat sebagai pencapaian penting reformasi (Prasetyo, 2016).

1. Implikasi terhadap Agenda Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dengan ASN profesional, netral, dan akuntabel. UU ASN
menegaskan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan
asas profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas. Kebijakan pelibatan ASN
sebagai Komcad, yang mewajibkan mereka mengikuti pelatihan dasar
militer selama 30-45 hari, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai
dampaknya terhadap profesionalitas dan kinerja pelayanan public (Sari &
Rofii, 2022).

Pelatihan militer pada hakikatnya dirancang untuk membentuk
mentalitas prajurit yang siap tempur, dengan penekanan pada kepatuhan
absolut, hierarki kaku, dan loyalitas tanpa syarat kepada komandan.
Karakteristik ini berbeda fundamental dengan mentalitas yang seharusnya
dimiliki ASN sebagai pelayan publik. ASN dituntut memiliki daya kritis,
kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang beragam,
serta responsivitas terhadap aspirasi publik yang berkembang secara
demokratis. Budaya komando berbeda dengan budaya pelayanan. ASN
harus mengutamakan pelayanan publik yang demokratis, di mana
ketidakpuasan masyarakat dapat disuarakan melalui berbagai mekanisme
pengaduan. Semangat ASN adalah melayani kepentingan masyarakat,
bukan sekadar mematuhi perintah atasan (Saputra, 2020).

Argumentasi bahwa pelatihan Komcad diperlukan untuk
mendisiplinkan ASN yang tidak profesional justru menunjukkan masalah
mendasar dalam manajemen ASN yang seharusnya diselesaikan melalui
mekanisme pembinaan dan penegakan kode etik kepegawaian. Jika ASN
tidak disiplin, solusinya adalah memperkuat sistem pengawasan internal,
meningkatkan efektivitas penegakan kode etik, dan memberikan sanksi
administratif tegas, bukan dengan mengirim ASN ke pelatihan militer yang
tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

Selain itu, kebijakan ini berpotensi menimbulkan distorsi dalam
sistem merit yang menjadi fondasi manajemen ASN. Partisipasi ASN dalam
Komcad yang direncanakan akan diintegrasikan sebagai bagian dari
pengembangan kompetensi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran
menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pelatihan militer dengan
pengembangan kompetensi ASN. Jika tidak relevan, pengakuan pelatihan
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militer sebagai pengembangan kompetensi justru mendegradasi makna
pengembangan kompetensi itu sendiri.
2. Implikasi terhadap Prinsip Supremasi Sipil

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam sistem
demokrasi yang menekankan bahwa angkatan bersenjata harus berada di
bawah kendali sipil. Prinsip ini lahir sebagai antitesis terhadap doktrin dwi
fungsi ABRI yang selama Orde Baru menempatkan militer tidak hanya
sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik. Pasca-
Reformasi, berbagai kebijakan ditempuh untuk mengembalikan militer pada
fungsi pertahanan profesional, termasuk pemisahan Polri dari ABRI,
penghapusan kursi TNI/Polri di DPR/MPR, dan pengaturan ketat
mengenai penugasan prajurit aktif di luar struktur TNI (Salsabila, 2023).

Kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad, terutama dalam skala
Kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad, terutama dalam skala massal
4.000 orang, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya militerisasi ranah
sipil. Militerisasi adalah sebuah proses di mana militerisme, yaitu paham
yang mendorong aktualisasi militer sebagai tatanan nilai, perspektif, model
organisasi, dan wacana dalam kehidupan masyarakat, mengalami
peningkatan (Gunawan, 2024). Dalam konteks birokrasi, militerisasi
birokrasi mengacu pada adopsi cara kerja, hierarki, dan budaya militer oleh
institusi sipil, yang berimplikasi pada melemahnya meritokrasi ASN serta
disorientasi identitas sipil (Fathullah, Adnyani & Hadji, 2026). Ketika ribuan
ASN menjalani pelatihan militer, mengenakan seragam dan atribut
kemiliteran, serta tunduk pada rantai komando TNI, secara simbolik dan
praktik telah terjadi pergeseran identitas dari sipil menjadi semi militer.
Fenomena ini disebut sebagai "militarized civilian" (Lim, 2017). Proses ini
berpotensi mengaburkan pemisahan tegas antara ranah sipil dan militer
yang merupakan pencapaian penting Reformasi 1998, yang berhasil
menyudahi doktrin Dwifungsi ABRI dan menegakkan supremasi sipil
sebagai fondasi demokrasi konstitusional. Dengan demikian, kebijakan ini
dikhawatirkan justru mengakrabkan birokrasi dengan sistem militer dan
memperpelik hubungan sipil militer di Indonesia.

Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat dalam beberapa tahun
terakhir terdapat indikasi penguatan peran militer di ranah sipil, seperti
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang memberikan ruang bagi
prajurit aktif TNI menduduki jabatan sipil tertentu. Kebijakan semacam ini,
jika tidak dikelola hati-hati, dapat mengindikasikan pergeseran paradigma
politik hukum yang berisiko mengembalikan elemen otoritarianisme melalui
legalisasi supremasi eksekutif.
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Ketentuan Pasal 31 UU PSDN yang menyatakan anggota Komcad
yang dimobilisasi tunduk pada hukum militer, hukum pidana militer, dan
peradilan militer juga berimplikasi serius terhadap supremasi sipil.
Ketentuan ini menempatkan ASN dalam posisi ambigu: di satu sisi pegawai
sipil yang diangkat dan dibina instansi sipil, di sisi lain dapat tunduk pada
sistem hukum berbeda yang dirancang untuk prajurit militer (Sahabuddin &
Ramdani, 2020). Hal ini menciptakan kondisi yang dalam teori antropologi
Victor Turner disebut sebagailiminalitas, yaitu fase transisi di mana
seseorang berada dalam keadaan "betwixt and between" (antara dua status)
sehingga tidak memiliki posisi yang jelas dalam struktur sosial yang mapan
(Turner, 1969). Dalam konteks hukum, kondisi ini dapat disebut
sebagai liminalitas hukum, yaitu situasi ambang batas di mana seorang
subjek hukum berada di antara dua rezim hukum yang berbeda, sehingga
hak dan kewajibannya menjadi samar, tidak pasti, dan ambigu. Kondisi ini
bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai pilar negara hukum
sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dari perspektif ketatanegaraan, kebijakan ini berpotensi menciptakan
dualisme loyalitas yang mengganggu stabilitas sistem pemerintahan. ASN
diangkat dan disumpah melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan, serta tunduk kepada pimpinan instansi. Namun ketika
dimobilisasi sebagai Komcad, mereka harus tunduk pada rantai komando
TNI. Jika terjadi benturan kebijakan, tidak ada mekanisme penyelesaian jelas
dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini juga berpotensi
menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarwarga negara dalam
memenuhi kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara. Namun ketika ASN dilibatkan secara massal sementara profesi lain
tidak diperlakukan sama, muncul pertanyaan mengenai prinsip keadilan
dan kesetaraan.

Dari perspektif historis, kebijakan ini mengingatkan pada praktik
masa lalu ketika batas sipil dan militer sengaja dikaburkan untuk
memperkuat kekuasaan eksekutif. Pada masa Orde Baru, militer tidak hanya
berperan dalam pertahanan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan
sipil, termasuk birokrasi. Praktik ini terbukti tidak sehat bagi demokrasi
karena menciptakan kultur militeristik dalam birokrasi, di mana kepatuhan
hierarkis lebih diutamakan daripada inovasi dan daya kritis, serta
pendekatan keamanan lebih dominan daripada pendekatan kesejahteraan
(Rich & Burch, 1956). Reformasi 1998 telah berhasil membongkar praktik
tersebut. Oleh karena itu, kebijakan yang berpotensi mengembalikan elemen
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militeristik dalam birokrasi sipil harus dikaji hati-hati agar tidak mengulangi
kesalahan masa lalu.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan dua hal utama. Pertama,
konstruksi yuridis pelibatan ASN sebagai Komcad mengandung konflik norma
yang signifikan antara UU ASN dan UU PSDN. Konflik tersebut meliputi: (a)
konflik status hukum akibat Pasal 31 UU PSDN yang mewajibkan anggota Komcad
tunduk pada hukum militer dan peradilan militer, bertentangan dengan status sipil
ASN; (b) konflik yurisdiksi peradilan antara sistem peradilan umum (ASN) dan
peradilan militer (Komcad); (c) ketiadaan jaminan hak kepegawaian ASN selama
pelatihan dan mobilisasi; serta (d) dualisme komando antara Pejabat Pembina
Kepegawaian (sipil) dan rantai komando TNI (militer). Frasa “tugas negara
lainnya” dalam UU ASN yang digunakan sebagai legitimasi pelibatan ASN dalam
fungsi militer merupakan interpretasi yang terlalu luas dan tidak memiliki dasar
hukum yang kuat. Kedua, kebijakan pelibatan ASN sebagai Komcad berimplikasi
negatif terhadap reformasi birokrasi dan supremasi sipil. Terhadap reformasi
birokrasi, kebijakan ini berpotensi menciptakan budaya birokrasi yang hierarkis
dan militeristik, bertolak belakang dengan orientasi pelayanan publik yang
demokratis. Terhadap supremasi sipil, kebijakan ini mengaburkan batas antara
ranah sipil dan militer, menciptakan dualisme loyalitas ASN, serta membuka
peluang remiliterisasi birokrasi sipil yang bertentangan dengan agenda Reformasi
1998.

Saran

Pertama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera
melakukan harmonisasi legislasi melalui mekanisme legislative review terhadap
Undang-Undang ASN dan Undang-Undang PSDN. Secara operasional, revisi perlu
difokuskan pada tiga norma kunci: (a) menambahkan pasal dalam UU PSDN yang
secara eksplisit mengatur status ASN sebagai anggota Komcad, termasuk jaminan
bahwa keikutsertaan tidak menghapus status kepegawaian sipil; (b) merevisi Pasal
31 UU PSDN dengan menambahkan pengecualian bahwa ASN yang menjadi
anggota Komcad, selama tidak dalam masa mobilisasi perang, tetap tunduk pada
hukum sipil dan peradilan umum untuk tindak pidana umum, sementara
pelanggaran disiplin militer dapat diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah;
(c) menambahkan definisi limitatif frasa "tugas negara lainnya" dalam Pasal 1 angka
2 UU ASN, yang secara tegas mengecualikan tugas-tugas yang bersifat militer
tempur dan hanya mencakup penugasan sipil seperti pada organisasi internasional
atau lembaga non-struktural.

Kedua, pemerintah perlu melakukan penataan ulang (reformulation)
terhadap kebijakan pelibatan ASN dalam Komcad agar selaras dengan prinsip
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reformasi birokrasi dan supremasi sipil, tanpa keluar dari kerangka sistem
pertahanan semesta yang diamanatkan Pasal 30 UUD 1945. Dalam sistem
pertahanan semesta, rakyat termasuk ASN memiliki peran sebagai kekuatan
pendukung, namun peran tersebut tidak harus diwujudkan melalui pelatihan
militer tempur. Penataan ulang dapat diarahkan pada model kontribusi non-
militeristik yang berbasis kompetensi sipil, misalnya: (a) ASN berkontribusi melalui
penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan manajemen Kkrisis sipil
dalam pelayanan publik; (b) ASN dengan latar belakang medis, logistik, teknologi
informasi, dan komunikasi dapat didayagunakan sebagai tenaga pendukung
pertahanan sesuai profesi asalnya, tanpa harus mengenakan seragam militer atau
tunduk pada rantai komando TNI; (c) pelatihan bela negara bagi ASN difokuskan
pada peningkatan integritas, etika pelayanan, dan kapasitas kepemimpinan dalam
tata kelola pemerintahan yang tangguh. Dengan pendekatan ini, ASN tetap dapat
memenuhi kewajiban bela negara secara substantif, namun karakter sipil,
profesionalitas, dan netralitasnya tidak terkikis oleh budaya militer yang hierarkis
dan tertutup.
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